


Terlaksananya 
penatausahaan 

pendapatan daerah

Terlaksananya koordinasi, 
fasilitasi, monitoring dan 

evaluasi pengelolaan dana 
transfer dan dana 

perimbangan

Terlaksananya 
verifikasi SPM

Terlaksananya 
penerbitan SP2D

Terlaksananya 
rekonsiliasi kas daerah

Terlaksananya 
rekonsiliasi laporan 
keuangan SKPD dan 

BLUD

Terlaksananya 
konsolidasi laporan 
keuangan daerah

Tersusunnya Laporan 
Keuangan  Pemerintah 

Daerah

Tersusunnya dokumen 
pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD

Terlaksananya 
inventarisasi BMD

Terlaksananya 
rekonsiliasi BMD

Terlaksananya 
verifikasi data 

BMD

Terlaksananya 
pembinaan 

penatausahaan BMD

Tersusunnya Kebijakan 
Bidang Anggaran

Terselenggaranya 
koordinasi dan fasilitasi 
penyusunan dokumen 
penganggaran daerah

Tersusunnya KUA dan PPAS

Tersusunnya Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD

Tersusunnya 
Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS

Tersusunnya Peraturan 
Daerah tentang 

Perubahan APBD dan 
Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 
Perubahan APBD

IK : Jumlah Dokumen 
penatausahaan 

pendapatan daerah yang 
disusun

IK : Jumlah kegiatan 
koordinasi, fasilitasi, 

monitoring dan evaluasi 
yang dilaksanakan

IK : Jumlah SPM 
diverifikasi

IK : Jumlah SP2D 
diterbitkan

IK : Jumlah Dokumen 
rekonsiliasi kas daerah

IK : Jumlah rekonsiliasi 
laporan keuangan yang 

dilaksanakan

IK : Jumlah laporan 
keuangan yang 

dikonsolidasikan

IK : Jumlah 
dokumenLaporan 

Keuangan  Pemerintah 
Daerah yang disusun

IK : Jumlah dokumen 
pertanggungjawaban APBD 

yang disusun

IK :Jumlah OPD yang 
telah dilakukan 

inventarisasi BMD

IK : Jumlah 
rekonsiliasi BMD 

yang dilaksanakan

IK :Jumlah 
dokumen/data 

BMD yang 
diverifikasi

IK : Jumlah kegiatan 
pembinaan 

penatausahaan BMD

IK : Jumlah Dokumen 
Kebijakan Bidang 

Anggaran

IK : Jumlah kegiatan 
koordinasi dan fasilitasi 
penyusunan dokumen 
penganggaran daerah

IK : Jumlah Dokumen KUA 
dan PPAS yang Disusun

IK : Jumlah Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD

IK : Jumlah Dokumen 
Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS yang 
Disusun

IK : Jumlah Peraturan 
Daerah tentang Perubahan 

APBD dan Peraturan 
Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan 

APBD

IK: jumlah dokumen anggaran yang disusun tepat waktuIK : Presentase Perangkat Daerah dan BLUD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

Meningkatnya kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen penganggaran daerah

IK : Persentase penatausahaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku IK: Persentase dokumen anggaran yang disusun sesuai ketentuan

Tersusunnya dokumen anggaran yang tepat waktu

IK : Presentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Meningkatnya kualitas konsolidasi Laporan Keuangan Meningkatnya kualitas pengelolaan data BMD Tersusunnya dokumen anggaran sesuai alokasi

IK1 : Persentase rekonsiliasi BMD yang terselesaikan
IK2: persentase BMD yang tercatat dan terdokumentasi

IK: jumlah dokumen anggaran yang sesuai alokasi

Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah
IK : Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan 

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel

IK: Opini BPK atas LKPD



Meningkatnya retribusi 
pelayanan kesehatan

Meningkatnya retribusi 
pemakaian 

laboratorium

Meningkatnya retribusi 
pengolaan limbah dan 

penyewaan rumah susun

IK : Persentase retribusi 
pelayanan kesehatan

IK : Persentase retribusi 
pemakaian laboratorium

IK : Persentase retribusi 
pengolaan limbah dan 

penyewaan rumah susun
Cross cutting Cross cutting Cross cutting

Terlaksananya sosialisasi 
perpajakan daerah

Terlaksananya 
pemutakhiran NJOP

Tersedianya Dokumen 
Ketetapan Pajak Daerah

Terlaksananya Penagihan 
Pajak Daerah

Terlaksanannya 
Pemeriksaan serta 
Pengendalian dan 
Pengawasan Pajak 

Daerah

Terlaksananya pendataan 
objek pajak daerah

Terlaksananya 
pemutakhiran data 
objek pajak daerah

Terlaksananya validasi 
dan verifikasi data objek 

pajak daerah

Tersedianya basis data 
pajak daerah

Terlaksananya Penilaian 
Barang Milik Daerah

Terlaksananya 
Pengamanan Barang 

Milik Daerah

Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 

Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pengawasan 
dan Pengendalian 

Pengelolaan Barang Milik 
Daerah

DINAS KESEHATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN TATA RUANG

DINAS CIPTA KARYA 
PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN

IK : Jumlah kegiatan 
sosialisasi perpajakan 

daerah 

IK : Jumlah Objek 
Pajak yang di 

mutkahirkan NJOP nya

IK :Jumlah Dokumen 
Ketetapan Pajak Daerah

IK : Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Penagihan 

Pajak Daerah

IK : Jumlah Dokumen Hasil 
Pemeriksaan serta 
Pengendalian dan 

Pengawasan Pajak Daerah

IK : Jumlah objek pajak 
daerah yang terdata

IK : Jumlah objek pajak 
daerah yang 
dimutakhiran

IK : Jumlah objek pajak 
daerah yang diverifikasi

IK : Jumlah laporan basis 
data pajak daerah

IK : Jumlah Dokumen Penilaian 
Barang Milik Daerah dan Hasil 
Koordinasi Penilaian Barang 

Milik Daerah

IK : Jumlah Laporan 
Hasil Pengamanan 

Barang Milik Daerah

IK : Jumlah Dokumen Optimalisasi Penggunaan, 
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah

IK : Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan dan Pengendalian 

Pengelolaan Barang Milik 
Daerah

Meningkatnya retribusi 
pelayanan kebersihan dan 
pemakaian laboratorium

Meningkatnya retribusi 
penyediaan pelayanan 

parkir

Meningkatnya retribusi 
penyewaan kios dan 

fasilitas pasar

pelayanan kebersihan dan penyediaan pelayanan penyewaan kios dan fasilitas 
Cross cutting Cross cutting Cross cutting

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KOPERASI, USAHA 
MIKRO, PERINDUSTRIAN 

DAN PERDAGANGAN

Meningkatnya retribusi 
Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG) dan 
Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing (TKA)

Meningkatnya retribusi 
penyewaan tambak 

intensif

Meningkatnya Retribusi 
Pelayanan Tempat 

Rekreasi dan Olahraga

IK : Persentase retribusi 
Persetujuan Bangunan Gedung 
(PBG) dan Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing (TKA)

IK : Persentase retribusi 
penyewaan tambak 

intensif

IK : Persentase Retribusi 
Pelayanan Tempat Rekreasi 

dan Olahraga
Cross cutting Cross cutting Cross cutting

DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU
DINAS PERIKANAN

DINAS PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN 
DAN OLAH RAGA

Meningkatnya Retribusi 
Pelayanan Rumah Potong 

Hewan

IK : Persentase Retribusi 
Pelayanan Rumah Potong 

Hewan
Cross cutting

DINAS PERTANIAN

Meningkatnya pendapatan pajak daerah

IK: Pertumbuhan pendapatan pajak daerah

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak daerah

IK: Persentase retribusi pemanfaatan aset daerah

Meningkatnya retribusi daerah

IK: Realisasi retribusi daerah

Meningkatnya basis data pajak daerah Meningkatnya pemanfaatan aset daerah sebagai objek retribusi

IK1 : Persentase wajib pajak yang membayar tepat waktu
IK2 : Persentase piutang yang tertagih IK : Persentase pertumbuhan Objek Pajak baru

Meningkatnya Pendapatan Daerah

IK : Capaian Realisasi Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
IK : Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah


